Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1969
TENTANG

KONSTITUS PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Republik Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos
Sedunia (Union Postale Universelle), pada tanggal 10 Juli 1964 di
Wina (Austria) telah menandatangani Konstitusi Perhimpunan Pos
Sedunig;

bahwa Konstitus tersebut perlu disetujui dengan Undang-undang;
bahwa dengan berlakunya Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
pada tanggal 1 Januari 1966, maka Perjanjian Pos Sedunia dan
Persetujuan-persetujuannya di Ottawa tanggal 3 Oktober 1957 yang
diratipisir oleh Republik Indonesia dengan Undang-undang No. 5
tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 20, Tambahan
Lembaran-Negara No. 2159), dan guna memperlancar
pembangunan perhubungan khususnya dibidang aktivitas Pos di
Indonesia dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 5
tahun 1961 tersebut.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20;
Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia 1964 pasal 25

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Undang-undang No. 5 tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan

Persetujuan-persetujuannya  (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 20, Tambahan

Lembaran-Negara No. 2159);

Menetapkan

Undang-undang tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina
tahun 1964.

Pasal 1.
Menyetujui Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina tanggal 10 Juli
1964 yang naskahnya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 25 Oktober 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Oktober 19609.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH

Mayor Jenderal T.N.I.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969
TENTANG
PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN
PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

A. UMUM :

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XIX/ MPRS/1966, Pemerintah besama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah
meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak
Dekrit 5 Juli 1959.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menentukan
bahwa peninjauan kembali tersebut harus disel esaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah
tanggal 5 Juli 1966.

Kemudian Magédis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetagpan No.
XXXIX/IMPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi
apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal
5 Juli 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden,
meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara No. XIX/MPRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 Juli
1968.

Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan No. 274/B/1968 dengan jangka
waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan
Keputusan No. 001/B/'69 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung 5 Januari 19609.
Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden



